
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 138 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI 

SIPIL PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa pola karier Pegawai Negeri Sipil telah diatur 

dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh 

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

78/XI.REG/01/PM/2021 tanggal 2 Desember 2021 

pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan 

mengenai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Karier 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

 
SALINAN 



 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

 



 

 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Karier 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 88); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG 

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Bab II Huruf E Angka 5 pada Lampiran 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

88 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Karier Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 88), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

5. Tim Penilai Kinerja PNS 

a. Gubernur sebagai Pembina dan Wakil Gubernur 

sebagai Pengarah Tim Penilai Kinerja PNS. 

b. Anggota Tim Penilai Kinerja PNS berjumlah gasal, 

paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 

(tujuh) orang. 

c. Susunan Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas: 

1) Ketua merangkap Anggota (Sekretaris Daerah); 

2) Anggota meliputi: 

 



 

a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

menangani kepegawaian; 

b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

menangani pengawasan internal; dan 

c) Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya yang terkait. 

d. Tim Penilai Kinerja PNS bertugas memberikan 

pertimbangan kepada Gubernur untuk menjamin 

kualitas PNS dalam hal: 

1) penempatan pegawai pada Perangkat Daerah; 

2) pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian 

dari Jabatan; 

3) kenaikan pangkat luar biasa; 

4) Pengembangan Kompetensi dan Karier pegawai; 

dan 

5) tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur. 

e. Dalam menjalankan tugas, Tim Penilai Kinerja PNS 

dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS. 

f. Susunan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS terdiri 

atas: 

1) Sekretaris (Pejabat  Administrator yang 

menangani kepegawaian): 

2) Anggota: 

a. Unsur Kepegawaian; 

b. Unsur Tata Usaha Pimpinan. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

  pada tanggal 31 Desember 2021 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 31 Desember 2021 

 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 138  

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
ADI BAYU KRISTANTO 

NIP. 19720711 199703 1 006 


